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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil; 

a. bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup. 'en Klaten dapat 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan 
sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua 
pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari 
scgi fisik, administrasi, keuangan maupun manfaatnya bagi 
kclancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat 
Kabupaten Klaten maka diperlukan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008; 

BUPATI KLATI:.N, 

DENG AN RAJ IMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPA TEN KLATEN T AHUN 2008 

Ten tang 

NOMOR 6 TAHUN 2008 

PERATURANBUPATIKLATEN 

BUPATI KLATEN 

Mengingat 

Menirnbang 

• 

• 



• 

3. Undang-Undang ;(omor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambah Lembaran 
Negara Nomor 3817); 

-1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5-1, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5 dan Tambahan Lern.baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perancanaan Pembangunan Nasional; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pcngganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tcntang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Bcrlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 
1950; 

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3176); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
U saha Kecil: 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3955); 

• 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tetang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 117, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ·b77); 

18. Pcraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4:>78); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negera/ daerah; 

20. Keputusan Presiden Nomor 80 I'ahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksana.in Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
'.'\egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana 
telah diul-ah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia '\;omor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 

21. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 132/KPTS/M/2002 
tanggal 21 Agustus 2002 ten tang Pedoman I eknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara; 

22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
257 /KPI'S/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi: 

23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
339/KPTS/M/2004 tentang Pctunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa 
Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 

2-1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2008; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

• 

29 Tahun 2000 tentang 
(Lembaran Negara Republik 
Tarnbahan Lernbaran Negara 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 6-1, 
Republik Indonesia Nornor 3956); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pernbinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3957); 

• 

• 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, merupakan 
pcdoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Pasal 2 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiavai dari Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 
sebagaimana tcrsebut pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERA TU RAN BUPATI KLA TEN TENT ANG TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA ) ANG DIBIA YAI DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELA~JA DAERAH KABUPATEN KLATEN 
TAHUN 2008. 

MEMUTUSKAN : 

31. 

30. 

29. 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten ~omor 3 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengclolaan Barang Milik Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 
Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

28. 

• 

• 

• 



• 
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 6 

INDARWANTO 

\ 

SEKRET ARIS D RAH KABUPA TEN KLA TEN, 

Diundangkan di Klaten 
pada tanggal 14 Pebruari 2008 • 

SUN ARNA 

Cap.ttd 

BUPATI KLATEN, 

Klaten 
14 Pebruari 2008 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Klaten. 



1. Undang-Undang Nomor ·n Tahun 1950 lcnlang Pcmbcntuk.m 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil; 

a. bahwa untuk pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dapat 
dilaksanakan dcngan efektif dan efisicn dcngan prins.p persaingan 
sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua 
pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari 
segi fisik, administrasi, keuangan maupun manfaatnya bagi 
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat 
Kabupaten Klaren maka diperlukan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu 
ditetapkan Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pcngadaan 
Ba rang/ [asa y,rng < libiayai dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 
Daerah Kabupatcn Klatcn Tahun 2008; 

BUPATJ KLATEN, 

DENGAN RAHM/\TTUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPA TEN KLA TEN T AHUN 2008 

Tentang 

NOMOR 6 T AHUN 2008 

PERATURANBUPATIKLATEN 

BUPATI KLATEN 

Mcngingat 

Menimbang 

' 

• 

• 



9. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4417) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah 
Pcngganti Unclang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pcrubahan Undang-Undang Nornor '.12 Tahun 200-l tcntnng 
Pcmcrintahan Dacrah Mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Rcpublik lndonc-sia Tahun 20(M Nomor 108, Tambahan I cmbar.in 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang-Und.uig Nomor 33 'I'ahun 2004 ten tang Pcrimbangnn 
Keuangan antara Pcmcrintah Pusat dan Pemcrintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemcrintah Nornor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Bcrlakunva Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 
1950; 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3176); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
Usaha Keel; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 3955); 

• 

8. • 
7. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopol' dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambah Lembaran 
Negara Nornor 3817); 

4. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
5 dan Tarnbahnn I .cm.baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perancanaan Pembangunan Nasional; 

I 



• 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tctang Dana 
Pcrirnbangan (I cmbarnn Negara Republik Indonesia I'ahun 2005 
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negera/ daerah; 

20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pcdoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lernbaran Ncgnra Rcpublik Indonesia Nomor 4430) scbagaimana 
telah diubah teraklur kali dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nornor 95 Fahun 2007 tcntang Perubahan Kctujuh /\tt1s 
Kcputusai Prusidcn Nornor 80 Tahun 2003 tcntang Pedornan 
Pclnksanaan l'l'ngad,1,111 B,1rnng /J.1s.1 Pcmcrintah: 

21. Kcputusan Mentcri Kirnpraswil Nomor 112/ KPTS/ M/2002 
tanggal 21 /\guslus 2002 ten tang Pcdoman 1 ekrus Pcmbangunan 
Bangunan Gcdung Negara; 

22. Keputusan Menteri Permukirnan dan Prasarana Wilayah Nornor 
257 / KPTS/ M/ 2004 ten tang Standar dan Pedornan Pengadaan Jasa 
Konstruksi, 

23 Keputusan Menteri Permukirnan dan Prasarana Wilayah Nornor 
339/KPTS/VI/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa 
Konstruksi oleh Instansi Pernerintah; 

24. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pcngclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tcntang Pcrubah.in Pcratu ran Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 13 
Tahun 2006 tl'nt,,ng Pcdoman Pcngclolaan Kouangan Dncrv h: 

25. Pcraturan \:ki1ll'ri Dal,1111 Ncgcri Nornor 17 Tahun 2007 tl•nt,mg 
Pcdornan 'I l'kni:-- f>L'ngl•lol.1.in H,,rnng Milik Dacrah: 

26. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tcntang 
Pedornan Pcny usunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah 
Tahun 2008; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nornor 19 Tahun 2003 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

• 

Peraturan Pe:nerintah Nomor 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Republik Indonesia Nomor 3956); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pernbinaan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia I ahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 

29 Tahun 2000 tentang 
(Lembaran Negara Republik 
Tambahan Lembaran Negara 

13. 

• 



Peraturan Bupati int rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal3 

Tata Cara Pcngadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran 
Pcndapatan dan 13el,rn,a Dacrah Kabupaten Klaren l'ahun 2008 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, rnerupakan 
pcdornan bagt scrnua St1luan Kcrja Perangkat Dacrah dalam pclaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pcndapatan dan 
Bclanja Dacrah 

Pasal 2 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 
sebagaimana tcrsebut pada Larnpiran I dan II Pcraturan Bupati ini . 

Pasal 1 

Menetapkan : PERA TUR AN BUP A Tl KLA TEN TENT ANG TAT A CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIA YAI DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 
TAHUN 2008. 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 rentang 
Pengelc laan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Poratu ran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahur: 2f)()7 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaren 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun '.2008 tentang 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

• 

• 



" BFRITA DAERATT KABUP/\TEN KLATEN T.t\JIUN 2008 NOi\10R S 

IN DAR \I\' A NTO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPNfE~ KLATEN, 

Diundangkan di Klaren 
pada tanggal 14 ... cbrimri 2008 

SUN ARNA 

- 
BUPATI KLATEN, 

- Ditetapkan di Klaten 
padatanggal 14 Fcbrunri 2006 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Klaten. 

• 

.. 

• 



• 
, 

• 



Maksud d,H'I t uju.m ditl'l.i1lk,1nn,·.1 Tnt.i C.1r,' l'l'11g,1d.1,rn l{,1r.111g/J,1..;,1 
Pemerintah yang bcrsumber dart dana Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 2008 adalah : 
1. Mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; 
2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilakukan secara 
efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan 
akuntabel, 

ll. MAKSUO DAN TUJU/\N 

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pernerintah 
Kabupaten Klaten sesuai dengan Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 120, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 44JO) seb<1g,1in1.11rn Lelah diubah terakhir kali dengan Pcraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomnr 95 I'ahun 2008 tentang Pcrubahan Kctujuh Alas 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pcngadaan Barang / [asa Pcmcrlntah, maka Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 
Daerah Kabupatcn Klatcn yang bcr.isal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK) dan surnbcr-surnber lain yang meliputi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau 
instansi yang lebih tinggi yang ditcrima dari Pcmerintah Pusat dan Propinsi Jawa 
Tengah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Be.anja Daerah (APBD) 
Kabupaten Klaten. 

Bahwa untuk memperlancar pengadaan barang/jasa pernerintah yang 
bersumber dari dana Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (AP~n, T<qbupaten 
Klaten secara baik, benar, efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, 
adil/ tidak diskrirninatif dan akuntabel rnaka diperlukan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Kabupaten Klaten sebagai 
acuan bagi seluruh instansi yang terkait dalam rnelakukan perencanaan, 
pelaksanaan, pembinaan dan pengawa5an, serta pengendalian. 

A. LATARBELAKANG 

PENDAHULUAN 

BABI 

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUP ATEN KLATEN T AHUN 2008 

LAMPIRA.~ I PERATURAN BlJPATI KLATEN 
NO MOR 6 T AHu"N 200S 
TANGGAL 14 PEBRUARI 200.S 

I 



1. Kegiatan yang bcrsumber dari Dana Alokasi Umum; 
2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus; 
3. Kegiatan yang bersurnber dari Bantuan Gubernur; 
4. Proyek y,mg bcrsurnbor dnri /\PBN don dana lain ynng sah ynng 

pelaksanaannya lcrlu.rng d.il.uu /\ngg,1rnn Pcndnpatan dan Belanja Dar-rah 
{/\PBD) Kabu patcn Klaton. 

C. SASARAN 

3. Tercapainya prestasi dan keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang 'iasa 
yang mencakup dayaguna, hasilguna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan 
lebih baik dari tahun sebelumnya; 

4. Tercapainya kesatuan arah dan pola pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten agar sejalan dengan kebijakan 
Pembangunan Nasional. 



1. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa 
yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan APBD, baik yang dilaksanakar.. 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 

3. Satuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di 
Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten, berupa badan, dinas, kantor, bagian, sekretariat dewan dan kecamatan; 

4. Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha a tau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 

5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat 
daerah yang dipimpinnya. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi pelimpahan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati. 

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
{PPTK) adalah pejabat y,,ng dlangkat olch Pcngguna /\nggarnn/Kunsa 
Pcngguna /\ngg,mrn sl'l1,1g,1i pcmilik pckcrjaan, yang bcrlanggung jawab atas 
pelaksanaan pcngadaan b,ll',ing/ jasa. 

8. Unit Layanan f>l'ngnd,1,111 ,Hl,1l,1h satu unit yang tcrcliri dari pcgawai-pcgawai 
yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah 
yang dibentuk oleh Bupati, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. 

9. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah personel yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan 
pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

10. Tim pemeriksa barang/ jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengadakan pemeriksaan atas 
hasil pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 

11. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia 
barang/jasa yang akan dilunjuk untuk melaksanakan pekerjaan 

12. Barang adalah benda dalarn bcrbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan 
baku, barang sctcngah jadi. barang jadi/pcralatan, yang spcsifikasinya 
ditctapkan olch pcnggun,1 ,111ggar<111. 

13. [asa pcrnborongan adalah layanan pckcrjaan pclaksanaan konstru ksi atau 
wujud fisik lainnya yang pcrcncanaan tcknis dan spcsifikasinya ditctapkan 
oleh Pejabat Pernbuat Kornitrncn (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Tcknis 
Kegiatan (PPTK) dan proses sorta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
dan disahkan oleh pengguna anggaran. 

A. PENGERTIAN ISTILAH 

PELAKSANAAN 

BAB II 



""~~- ,... ..,, .,J -- 

14. Jasa konsultansi adalah layanan iasa keahlian profcsional dalam berbagi bidang 
yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan 
jasa pelayanan profesi lainnya, dalarn rangka mencapai sasaran tertentu yang 
keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sisternatis 
berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku 
pengguna jasa dan disahkan oleh pengguna anggaran. 

15. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultansi, jasa pemborongan, dan pernasokan barang. 

16. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti 
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang diperoleh rnelalui ujian sertifikasi keahlian 
pengadaan barang/ jasa nasional dan untuk mernenuhi persyaratan seseorang 
menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) a tau anggota unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan. 

17. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh unit layanan 
pengadaan/pejabat p-ngadaan barang/jasa sebagai pedoman dalam proses 
pembuatan dan penyarnpaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa 
serta pedoman evaluasi penawaran oleh unit layanan pengadaan/pejabat 
pengadaan barang/jasa ditctapkan olch Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) 
selaku Pejabat Pelaksana Tck111s Kcgiatan (PPTK) dan disahkan oleh pengguna 
anggaran. 

18. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penycdia 
barang/ jasa dalam pelaksanaan pcngadaan barang/jasa atau perikatan 
perikatan antara penyedia barang/jasa dengan Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran yang menangani langsung tugas-tugas Pejabat Pembuat 
Komitrnen. 

19. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonorni rakyat yang 
berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalarn Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995 nntang Usaha Kecil. 

20. Surat jarninan adalah jarninan tertulis yang dikeluarkan b.mk umum/lembaga 
keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
untuk menjamin terperiuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 

21 Kemitraan adalah kerja sarna usaha antara penyedia barang/jasa dalarn negeri 
maupun dengan luar negeri yang masing-rnasing pihak mempunyai hak, 
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama 
yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

22. Swakelola adalah pelaksanaan pckerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan 
diawasi scndiri. 

23. Pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmcn (PPK) sclaku r)l'.jnb,1l Pclaksana Tcknis Kcgiatan (PPTK), instansi 
pemerintah lain dan kclompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat 
penerirna hibah. 

24. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen/unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan 
barang/jasa/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan 
tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalarn pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa, 

25. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi 
dan/ a tau mernpunya1 resiko tingggi dan/ a tau menggunakan peralatan 
didesain khusus dan/ a tau bernilai diatas Rp 50.000.000.000,00 (lirna puluh 
milyar rupiah). 



Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 
Anggaran yang diangkat oieh Bupati untuk rnelaksanakan tugas pokok dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mempunyai tugas­ 
tugas sebagai berikut: 
a. Mengangkat Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK); 
b. Mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa; 

1. Pengguna Anggaran 

Untuk kelancaran pelaksanaan pcngadaan barang/jasa dibentuk organisasi 
pengadaan barang/jasa yang tcrdiri dari: 

C. ORG/\NIS/\SJ I<EC I/\ T/\N PI.NC/\D/\/\N B/\ R/\NC/J /\~/\ 

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 
ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

2. Efektif, berarti pcngadaan bc1rang/jasa harus scsuai dcngan kcbutuhan yc1ng 
telah ditctapkan dan dapat mcrnbcrikan manfaat yang sebcsar-bcsarnya sesuai 
dengan sasaran yang ditetapkan; 

3. Terbuka dan bersaing, bcrarti pcngadaan barnng/jasa harus tcrbuka bagi 
penyedia barang/jasa yar.g rncmcnuhi persyaratan dan dilakukan melalui 
persamgan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 
jelas dan transparan; 

-1. Transparan, berarti sernua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 
hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi 
peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masya.uk,« iuas pada 
umumnya; 

5. Adil/ tidak diskriminatif, berarti mcmberikan perlakuan yang sama bagi semua 
calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah memberi keuntungan kepada 
pihak tertentu, dengar cara dan atau alasan apapun; 

6. Akuntabel, bcrarti harus rncncap.u sasaran fisik, kcuangan, maupun manfaat 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan 
masayarakat sesuai dcngan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 
pengadaan barang/ jasa. 

B. PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA 

26. Surat Kabar Nasiona. adalah Harian Umum "Media Indonesia", yaitu surat 
kabar yang beroplah besar dan rnemiliki peredaran luas secara nasional, yang 
tercantum dalam da.rar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri 
Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Bappenas dan berlaku 
sarnpai dengan 5 Juli 2008. 

27. Surat Ka bar Provinsi adalah Harian Urnurn "Wawasan", yaitu surat kabar yang 
beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang 
tercantum dalarn daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Kepala BIKK 
Propinsi Jawa Tengah dan berlaku sampai dengan 27 Nopernber 2(J08. 



a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan kerja dan diangkat dengan 
surat keputusan peng,guna anggaran. 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) harus memenuhi persayaratan sebagai berikut : 

Merniliki integritas moral; 
Merniliki disiplin tinggi; 
Mcmiliki tang~ung jawab dan kualifikasi tcknis sorta manajcrial 
untuk rnclaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, 
Yang dimaksud persyaratan manajerial antara lain : 
1) Pegawai Ncgcri Sipil (PNS); 
2) Bl•qwndidik.rn Sl'kurnng-kurnngnyn Diploma :\ (D:\) sc-sun i 

dcngan bid.mg kcahl ian ynng dipcrlukan; 
3) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 

pemcrmtah; 
4) Diutarnakan memiliki pengalarnanan minimal 2 (dua) tahun 

memimpin/ rnengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan 
dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa; 

3. Pejabat Pembuat Komitmen 

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 
pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam hal 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang 
mempunyai tugas : 
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kerja 

anggaran belanja: 
b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. Mengadakan ikatan/ pcrjanjian kerja sama dengan pihak Iain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
e. Menandatangani SPM-l.5 dan SPM-TU; 
f. Melngawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 
g. Mclaksanakan tugas-tugns kuasa pcngguna anggaran lainnya 

bcrdnsarkan kuasa y,rng di Ii m pa h kan olch rwja ha t ~wnggu na c1nggarnn. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran 

c. Mengangkar tim pemeriksa kegiatan pengadaan barang/jasa; 
d. Mengangkat pengawas lapangan; 
e. Membina, mengarahkan dan mengawasi Kuasa Pengguna Anggaran, 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) dan petugas pelaksana lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku serta bertanggung jawab dari segi administrasi, keuangan 
dan fungsional untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang mcnjadi tanggung jawabnya: 

f. Mengesahkan dokurncn kegialan yang dipcrlukan: 
g. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan asset lainnya kepada 

Bupati dengan berita acara penyerahan. 
h. Untuk lingkup dmas, badan dan sekretariat daerah, Pengguna Anggaran 

dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran; 



5) Memiliki ketaatan yang tinggi dalarn melaksanakan setiap 
lugas/ pckcrjaannya: 

6) Memiliki kcrnarnpuan untuk mengambil keputusan, bcrtindak 
tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain 
tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 

7) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir 
dengan nilai rata-rata minimal "Baik". 

8) Tidak boleh menjadi personel sebagai pejabat 
pengaadaan/ anggota unit layanan pengadaan dalam lingkup 
kewenangannya. 

c. Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK): 
1) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 
2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai 

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan 
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, 
serta kelompok masyarakat; 

3) Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara 
pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan 
barang Zjas» d,111 d ikctahui pcngguna anggaran; 

4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan unit layanan 
pengadaan/ peja 1Ja t pcngadaan barang/ jasa sesuai kewenangannya; 

5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia 
barang/ jasa scsuai ketentuan yang berlaku; 

6) Menyiapkan dan rnelaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak 
penyedia barang/ jasa: 

7) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada pengguna anggaran; 

8) Menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan 
pihak penyedia barang/ jasa dan disahkan oleh pengguna anggaran; 

9) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan asset lainnya 
kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan; 

10) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa dimulai. 

d. Larangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK): 
I) Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan 

maksud untuk menghindari pelelangan; 
2) Mcnyatukan atau mcrnusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di 

beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 
cfisiensinya scharusnya dilakukan didaerah masing-masing; 

3) Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut 
sifat pekcrjaan dan bcsaran nilainya seharusnya dilakukan olch 
usaha kecil termasuk koperasi kecil rnenjadi satu paket pekerjaan 
untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/ a tau 
besar; 

4) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
diskriminatif dan/ a tau dengan pertirnbangan yang tidak obyektif; 

5) Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan 
penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak 
cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya 



a. Pejabat pengadaan barang/jasa ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah); 

b. Satuan kerja perangkat daerah dapat rnenunjuk pejabat pengadaan 
barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan di satuan kerja perangkat 
daerahnya sepanjang terscdia pegawai di satuan kerja perangkat daerah 
yang telah memenuhi persyaratan; 

c. Apabila satuan kerja perangkat daerah tidak mempunyai pegawai yang 
memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat pengadaan 
barang/jasa, maka pengadaan barang/jasa dilakukan unit layanan 
pengadaan; 

d. Susunan keanggotaan unit layanan pengadaan betjumlah gasal 
beranggotakan sekurang-kurangnya : 

e. Unit layanan pengadaan : 
1) Unit layanan pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai­ 

pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/ jasa Pemerintah yang dibentuk oleh Bupati, yang bertugas 
secara khusus untuk mclaksanakan pemilihan penye+i- h-.~ang/jasa 
dilingkungan Pcmerintah Kabupaten Klaten; 

2) Unit layanan pcngadaan mcliputi : 
Unit Layanan Pcngadaan Barang; 
Unit Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi; 
Unit Layanan Pcngadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. 

f. Ruang lingkup unil layanan pcngadaan mcliputi pengadaan barang/jasa 
di satuan kerja perangkat daerah dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah); 

g. Apabila satuan kerja perangkat daerah tidak ada personel yang 
mempunyai memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah maka pengadaan dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) d iserahkan kcpada unit layanan pengadaan; 

h. Kedudukan unit layanan pengadaan adalah berada dibawah dan 
bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 
Klaten dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten 
Klaten; 

i. Anggota unit layanan pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang 
rnemahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang 
bersangkutan, spesifikasi teknis, sifat clan jenis kegiatan serta hukurn­ 
hukum perjanjian kontrak; berjumlah gasal, beranggotakan sekurang­ 
kurangnya: 
• 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa 

lainnya sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah· a tau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

4. "Pejabat Pengadaan Barang/Iasa/Unit Layanan Pengadaan 

batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari 
APBD; 

6) Tidak boleh sedang dalarn rnasa Bebas Tugas (BT) atau mendekati 
pensiun; 

7) Tidak boleh sedang terkena sanksi PP 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk kategori 
hukuman disiplin sedang dan berat. 
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3) 

2) 

9) 

6) 
7) 
8) 

5) 

media cetak dan 
umum, dan jika 

2) 
3) 
4) 

5) 

4) 

2) 
3) 

• :) (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa 
lainnya dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

Syarat pejabat pengadaan barang/jasa/anggota unit layanan pengadaan: 
1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
Memahami jcnis pckerjaan yang rncnjadi tugas pejabat pengadaan 
barang/jasa/unit layanan pengadaan yang bersangkutan; 
Memahami 1~1 dokurncn pengadaan/metode dan prosedur 
pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa 
Pemerintah, 
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang 
mengangkat dan menetapkannya sebagai unit layanan 
pengadaan/ pejaba t pengadaan barang/ jasa; 

6) Memiliki scrtifikat kcahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Tugas, wcwcn,rng dan langgung jawab pejnbat pcngadaan 
barang/jasa/unit lay.man pcngadaan scbagai bcrikut : 
1) Menyusun jadwal dan mcnctapkan cam pelaksanaan serta lokasi 

pcngadaan; 
Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); 
Mcnyiapkan dokumcn pcngadaan; 
Mengumumkan pcngadaan barang/jasa melalui 
papan pengumuman resmi untuk penerangan 
memungkinkan rnelalui media elektronik; 
Menilai kualifikasi penycdia barang/ jasa melalui pascakualifikasi 
atau prakualifikasi; 
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 
Mengusulkan calon pemenang; 
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen; 
Menandatangani pakto intcgritas scbclum pclaksanaan pengadaan 
barang/jasa dirnulai: 

Larangnn pcjabat peng .. ulaan barang/jasa/unil layanan pcngadaan : 
1) Unit layan.in pvngndc1,rn/ pcjabat pcngadann barang/ jasa tiduk 

bolch dij<1b,1l ok-h Pej,1b,1l Pcrnbuat Kornil mr-n d.m br-nunh.u-a p,1d.1 
s.uunn kL'rj,1 pL'r,lllgk,1l ducr .. 1h y,rng bcrsangkutan: 
Unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan tidak belch dijabat oleh 
pegawai/staf Badan Pengawasan Daerah Kabupaten, kecuali 
menjadi unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa 
untuk pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan instansinya; 
Unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan tidak boleh dijabat oleh 
pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan 
pembayaran dan/ a tau pejabat yang bertugas menandatangani surat 
perintah mernbayar. 

I. 

k 

J· 



a. Pengawas lapangan adalah tenaga teknis pada dinas teknis kabupaten 
atau yang diperbantukan pada dinas tcknis Kabupatcn, 

b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawas lapangan: 
1) Mcngawasi d,111 tlll'llg,11-.1hk,rn pclaksanaan scsuai dcngan dokumcn 

pekerjaan dilapangan baik secara kualitas dan; 
2) Meneliti, menandatangani/ mcngesahkan laporan 

mingguany bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa sesuai kontrak 
dari Pejabat Pcmbuat Komitmen (PPK) sclaku Pejabat I 'elaksana 
Tcknis Kcgiatan (PPTK) sebagai dasar pemeriksan bagi um 
pemeriksa kegia tan pengadaan barang/ jasa: 

3) Memberikan tcguran kepada pclaksana apabila dalam pelaksanaan 
terdapat pcnyimpangan dan melaporkan penyimpangan tersebut 
kepada Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK); 

4) Membantu mcrnberi rnasukan pernecahan masalah/hambatan­ 
hambatan dalam pelaksanaan sebatas kewenangan yang Ji erahkan 

6. Pengawas Lapangan. 

a. Susunan tim perneriksa kegiatan pengadaan barang/ jasa berjumlah gasal, 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Ketua Satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 

dan yang memahami masalah sustansi 
pekerjaan/ program kegiatan. 

2) Sekretaris Satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan 
sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah. 

3) Anggota meliputi unsur satuan kerja perangkat daerah yang 
memahami tata cara pengadaan, substansi 
pekerjaan/kegiatan serta hukum-hukum 
perjanjian/ kontrak. 

b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab tim pemeriksa kegiatan 
pengadaan barang/jnsa adalah membantu Pejabat Pembuat Komitmcn 
(PPK) sclaku Pei. bat Pclaksana Teknis Kcgiatan (PPTK) untuk: 
1) Memeriksa kcbcnaran dan kelcngkapan administrasi, kualitas dan 

kuantitas pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak/SPMK 
beserta addendumnya: 

2) Mengadakan pcrneriksaan secara periodik guna pengendalian 
kualitas dan kuantitas barang/jasa dan prestasi kerja; 

3) Membuat berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian; 
-1) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mengadakan 
perneriksaan terhadap kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan 
pengadaan barang/jasa sebagai dasar mengajukan termiyn, 
berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan dengan membuat berita 
acara pemeriksaan: 

5) Mernberikan pcrtimbangan/ rnasukan-rnasukan teknis kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PP1 K) untuk menyelesaikan masalah/ hambatan yang 
timbul. 

5. Tim Pemeriksa Kegiatan Pengadaan Barang/] asa 
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Berdasarkan surat edarr.n dari Gubernur Jawa Tengah nomor: 050/14997 /2007 
tanggal 24 Juli 2007 tentang Surat Edaran Tentang Sertifikasi Pengadaan 
Barang/Jasa, bahwa kewajiban harus memiliki sertifikat keahlian barang/jasa 
bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan dan 
Anggota Unit Layanan Pengadaan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008, maka 
agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2008, diambil 
kebijakan sebagai berikut: 
1. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang akan berakhir tahun 2007 

diperpanjang secara otornatis sclarna 2 (dua) tahun dan akan bcrakhir di 
tahun 2009; 

2. Apabila sampai dcngan tanggal 1 Januari 2008, instansi masih mengalami 
kekurangan personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan 
barang/jasa, maka scsuai dengan Surat Edaran Mentcri Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 31 

9. Sertifikasi Pengadaan Barang/] asa 

a. Untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pengguna 
Anggaran dapat membentuk tim teknis. 

b. Tugas tim teknis pada kegiatan yang berupa bantuan: 
1) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat 

Pelaksana F eknis Kcgiatan (PPTK) melaksanakan survey usulan 
pengadaan baranB/ jasa: 

2) Melaporkan hasil survey kclayakan usulan: 
3) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

c. Tugas tim teknis padn pcngadaan jasa konsultansi : 
1) Mcngkaji h.isil pckcrjaan yang dilaksanakan olch pcnycdia jasa: 
2) Merekornendasikan kclayakan hasil pekerjaan pcnyedia jasa: 
3) Membantu Pejabat Pcrnbuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memberikan 
pembinaan/bimbingan teknis kepada penyedia jasa konsultansi. 

d. Tim teknis tersebut terdiri dari unsur-unsur didalam maupun dari luar 
satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan pengguna anggaran. 

8. Tim Teknis 

a. Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, kepala satuan kerja 
perangkat daerah/ pcngguna anggaran dapat mengusulkan pernbentukan 
tim pengarah kepada Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

b. Tugas tim pengarah yaitu membina dan mengarahkan para tim teknis 
agar segera melaksanakan perencanaan program pengadaan barang/jasa 
sampai dengan pelaksanaan program yang dikelolanya, yang tertuang 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaren: 

7. Tim Pengarah 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK); 

5) Ikut rnenertibkan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa di lapangan; 

6) Dalarn melaksanakan tugasnya pengawas lapangan bertanggung 
jawab kepada Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 



b. Pengumurnan Pengadaan Barang/Jasa 
Pengurnurnan pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa konsultansi/ jasa 
lainnya dengan metodc pelelangan umum dan metode pelelangan terbatas 
wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai 

sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diumumkan 
sekurang-kurangnya di : 

Satu surat kabar propinsi (Harian Umum "Wawasan"); 
Satu surat kabar nasional (Harian Umum "Media Indonesia"), dalam 
hal jurnlah pcnycdia barang/jasa yang rnampu melaksanakan 
kegiatan tersebut yang berdornisili dipropinsi seternpat kurang dari 
3 (tiga) pcnved ia bnrcmg/jasa. 

2. Untuk pcngadaan dcngan mctode pelelangan umum/ tcrbatas yang 
bernilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar ru piah) '":;umuinkan 
sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional (Harian Urnum "Media 
Indonesia") dan satu surat kabar propinsi (l lar ian Umurn "Wawasan"), 
minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengurnuman. 

3. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi urnurn/ seleksi 
terbatas dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
wajib diurnumkan sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional 
(Harian Umurn "Media Indonesia") dan satu surat kabar propinsi (Harian 
Umum "Wawasan"), minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal 
masa pengurnuman. 

a. Adrninistrasi Pelaksanaan Pcngadaan Barang/Jasa 
Pengguna anggaran wajib rucnycdiakan biaya adrninistrasi proyek untuk 
rnendukung pelaksanaan pcngadaan barang/jasa yang dibiayai dad Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah, yaitu untuk: 
1. Honorarium pejabat pcngadaan/unit layanan pengadaan dan staf proyek. 
2. Pengumurnan pcngadaan barang/jasa. 
3. Penggandaan dokurnen pengadaan barang/jasa dan/ atau dokumen 

prakualifikasi. 

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan dengan cara antara lain 
sebagai berikut: 

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Januari 2008 nomor : 002/M.PPN/01/2008 perihal Surat Edaran rentang 
Pernberlakuan Scrtifikat Keahlian Pengadaan Barang Tasa Pemerintah 
rnaka scrtifikal kcahlian/bimbingan teknis yang diterbitkan instansi 
pernerintah, instansi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri, 
perguruan tingi negeri/ swasta, lembaga peridid ikan swasta an tar a 
tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan 31 Desernber 2007 dapat 
diberlakukan sebagai scrtifikat keahlian pengadaan barang/jasa sampai 
dengan 31 Desernber 2008. 

3. Sedangkan bagi satuan kerja pcrangkat dacrah yang tidak mempunyai 
personel yang merncnuhi persyaratan tersebut diatas, maka pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran menangani langsung tugas-tugas 
Pejabat Pembuat Kor-utmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 
sehingga tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah; 
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2. Pelclangan Terbatas 
Dalam hal jumlah penycdia barang/jasa yang marnpu melaksanakan 
diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan kompleks dan diumumkan 
secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan 
mencanturnkan pcnvedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna 
mernberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang 
memenuhi kualifikasi. 
Kriteria terbatas mempunyai pengertian antara lain: 

Untuk pekerjaan yang kompleks; 
Untuk pekerjaan diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah); 
Hanya ada scbagian kecil bagi penyedia jasa pemborongan yang 
mempunyai peralatan maupun pengadaannya (untuk aspluild 
concrete (A C)/HRS); 
Untuk pekcrjaan beresiko tinggi; 

1. Pelelangan Umum 
Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia b.::·~~;,'jasa yang 
dilakukan secara terbuka dcngan pengumurnan secara luas melalui media 
massa dan papan pcngumuman resmi untuk penerangan umurn sehingga 
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan rnernenuhi kualifikasi 
dapat mengikutinya. 
Pelangan umum wajib dcngan pascakualifikasi, kecuali yang bersifat 
kompleks. 
Tahapan pelelangan umun antara lain sebagai berikut: 
a. Penentuan segmen pasar dan kualifikasi 
b. Jadwal waktu pelaksanaan pelelangan umum 
c. Syarat peserta lelang 
d. Isi pengumuman 
e. Prakualifikasi 
f. Undangan dan penjelasan lelang 
g. Pembukaan dokumen pcnawaran 
h. Evaluasi pcnawaran 
i. [valuasi adrninistrasi 
j. Evaluasi teknis 
k. Evalunsi hai ga 
l. Berita acara pelelangan, penetepan pemcnang, pengumuman 

pemcnang, sangg,1han dan pcngaduan, pcnunjukan pcmenang, dan 
tanda tangan kontrak 

m. Pelelangan gagal dan pelelangan ulang 

c. Dengan menggunakan penyedia barang/ jasa 

4. untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang 
bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus iuta rupiah), wajin 
diumumkan sekurang-kurangnya disatu surat kabar propinsi (Harian 
Umum "Wawasan") atau sekurang-kurangnya disatu surat kabar 
nasional (Harian Umum "Media Indonesia") dalam hal untuk kegiatan 
dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangna 5 (lima) 
penyedia jasa konsultansi di kabupaten/kota/ propinsi yang 
bersangkutan, minimal dilakukan 1 (satu) kali ta.yang pada awal masa 
pengumuman. 
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Yang dirnaksud dalam keadaan khusus adalah: 
a. Pekerjaan bcrdasarkan tariff resmi yang ditetapkan pemerintah; atau 

Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nornor 
80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang 
/Jasa Pemerintah: dan/ atau 

b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang rnenyangkut pertahanan 
dan kearnanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/ a tau 

c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan: 
1) untuk keperluan sendiri; dan/ atau 
2) teknologi sederhana; dan/ a tau 
3) resiko kecil; dan/ a tau 
4) dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha perorangan 

dan/ a tau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. 
d. Pekerjaan vang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten 

a tau pihak vang telah mendapat ijin; dan/ a tau 
e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan 

Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya 
memcrlukan pclaksanaan secara cepat dalarn pcnyelcnggaraan 
pemilihan 

f. Pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang penanganannya 
memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan 
rekonstruksi di Propinsi Nanggroe Aceh Oarullsalam dan 
Kepulauan Nias Propmsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh 
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 
Masyaraka: Propinsi NAO dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera 
Utara. 
Pekerjaan tersebut meliputi: 
1) Pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan 

pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; 
2) Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan 

pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pernberi 
hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan 
Badan Rehabilitasi clan Rckonstruksi, yang pcnyclcsaian 
pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 
(satu) tahun setelah pemberi hibah tidakmampu melaksanakan 
kewajibannya; dan/ a tau 

3) Pckcrjaan pcndistribusian logistic pcmilihan Kcpala Dacrah 
dan Wakil Kcpala Daerah di Propinsi Nanggroe Acch 
n.1r1111..,.1l.1m ) ,mr. p1·11.111g.111.11111y.1 11w11wrl11k.111 1wl.1ks,11l.1,111 
secara ccpat dalarn pcnyelcnggaraan pemilihan Kepala Daerah 
dan Wah.ii Kcpala Dacrah propinsi dan kabupatcn/ Kota ynng 
diselenggernkan sampai dengan bulan Desember 2006 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pekerjaan tersebut rneliputi pengadaan kartu Tanda 
Pendudukan, pengadaan dan pendistribusian surat suara, 
kartu pernlilih beserta perlengkapan lainnya untuk 
melaksanakan pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. 

• 
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Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 
a. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada pemilihan 

penyedia barang'/ jasa pemborongan/ jasa lainnya : 
Metoda satu sampul 
Metoda dua sampul 
Metoda dua tahap 

b. Evaluasi p1-·nawaran pada pernilihan per.yedia barang/jasa 
pcmborongan/jasa lainnya: 

Sistem gugur 
System nilai 
System penilaian biaya selama umur ekonomis 

c. Prosedur pernilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa 
Iainnya 
1) Metode pelelangan umum 

(1) dengan prakualifikasi 
pengumuman prakualifikasi 
pengambilan dokumen prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi dokumen prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pengumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 
pengambilan dokumen lelang umum 
penjelasan 

Dalam hal pelclangan umum ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), 
apabila dalam hal peserta lelang yang mcmenuhi syarat hanya 1 (satu) 
rnaka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan 
langsung. 
Dalarn proses pemilihan langsung apabila setelah pcngumuman ulang 
yang berkas prakualifikasi hanya 1 (satu), maka dilakukan proses 
penunjukan langsung. 
Untuk pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp 5.000.QC,Q,OO (lima juta 
rupiah) bcntuk kontrak cukup dcngan kuitansi pcmbayaran dengan 
matcrai secukupnya yang dilampiri dengan surat pesanan yang dibuat 
oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pembuat Komitrnen 
atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani 
langsung tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen. 

b. Pekerjaan ·barang spcsifik yang hanva dapat dilaksanakan oleh satu 
penyedia barang · jasa. pabrikan, pemegang hak paten; a tau 

c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau 
pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga 
yang relative stabil; atau 

d. Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 
penggunaan teknologi khusus dan/ a tau hanya ada satu penyedia 
barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. 

e. Pekerjaan pengadaan dan pendistribusian bahan obat, obat dan alat 
kesehatan dalam rangka menjarnin ketersediaan obat untuk 
pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

o. 

• 

• 
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penyusunan berita acara penjelasan dokurnen lelang 
dan perubahannya 
pernasukan penawaran 
pcmbukaan pc>nawaran 
evaluasi penawaran 
penetapan pemenang 
pengumuman pemcnang 
masa sanggah 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

(2) dengan pascakualifikasi 
pengumuman pelelangan umum 
pendaftaran untuk mengikuti pelelangan 
pengambilan dokumen lelang umum 
penjelasan 
penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang 
dan perubahannya 
pemasukan penawaran 
pernbukaan pcnawaran 
evaluasi penawaran terrnasuk cvaluasi kualifikasi 
penetapan pemenang 
pengumuman pemenang 
masa sanggah 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

2) Metoda pelelangan terba tas 
pcmberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih 
pengumuman pelelangan terbatas 
pengambilan dokumen prakualifikasi 
pcrnasukan dokumcn prakualifikasi 
evaluasi dokurncn prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pemberitahuan hasil prakualifikasi 
rnasa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 
penjelasan 
pC'nyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya 
pernasukan penawaran 
pernbukaan penawaran 
evaluasi penawaran 
penetapan pemenang 
pcmberitahuan penetapan pemcnang 
masa sanggah 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

3) Metoda pemilihan langsung 
pcngumuman pemilihan langsung 
pengarnbilan dokumen prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi dokumen prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pernberitahuan hasil prakualifikasi 

• 
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masa sanggah prakualiflkasi 
ur-danzan pengarnbilan dokumen pemilihan langsunn 
prnielasan 
P' ·n::usunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
p.-rubahannya 
pcmasukan penawaran 
pembukaan penawaran 
evaluasi penawaran 
pcnetapan pemenang 
pemberitahuan penetapan pemenang 
masa sanggah 
penunjukan pemenang 
pcnandatanganan kontrak 

4) Metoda penunjukan langsung 
undangan kepada peserta terpilih 
pcngambilan dokurncn prakualifikasi dan dokumen 
penunjukan langsung 
pcrnasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, 
pcnjelasan dan pembuatan berita acara penjclasan 
pernasukan penawaran 
evaluasi penawaran 
ncgosiasi, baik teknis maupun biaya 
pcnetapan/ penunjukan penyedia barang/ jasa 
penandatanganan kontrak 

d. Metode Pcnyarnpaian Dokurncn Pcnawaran pada pcmilihan 
penyedia jasa konsultansi 

Metoda satu sampul 
Metoda dua sarnpul 
Metoda d ua taha p 

e. Metoda evaluasi penawar,m untuk pernilihan penyedia jasa 
konsultansi 

Metode evaluasi kualitas 
Metoda evaluasi kualitas dan biaya 
Metoda evaluasi pagu anggaran 
Metoda evaluasi biaya terendah 
Metoda evaluasi penunjukan langsung 

f. Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi 
(1) Metoda evaluasi kualitas, metoda dua sarnpul 

pengumuman prakualifikasi 
pengambilan dokurncn prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi prakualifikasi 
pcnetapan hasil prakualifikasi 
pengumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada konsultan yang masuk daftar pe1 .dek 
pengambilan dokumen seleksi umum 
penjelasan 
penyusunan berita acara penjelasan dokurnen seleksi dan 
perubahannya 
pemasukan penawarnn 
pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul 
I) 
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ev aluasi adrninistrasi dan teknis 
penetapan peringkat reknis 
pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 
(pemenang) 
masa sanggah 
pembukaan penawaran harga (sampul 11) peringkat 
tcknis tcrbaik 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

(2) Metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap 
pengumurnan prakualifikasi 
pengambilan dokumen prakualifikasi 
pemasukan dokumcn prakualifikasi 
evaluasi prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pengumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualitikasi 
undangan kepada konsultan yang masuk daftar pcndek 
pl ·ngambilan dokumcn seleksi um urn 
penjelasan 
penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahannya 
tahap I, pernasukan penawaran administrai dan tcknis 
pernbukaan penawaran admimstrasi dan teknis 
evaluasi adrninistrasi dan teknis 
penetapan peringkat tcknis 
pemberitahuan/ pengumuman peringkat teknis 
(pemenang) 
masa sanggah 
tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik 
(pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya 
pemasukan penawaran 
pembukaan penawaran 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

(3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul 
pengumuman prakualifikasi 
pengambilan dokurnen prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pengumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek 
pengambilan dokumen seleksi umum 
penjelasan 
penyusunan berita acara pcnjelasan dokurnen scleksi dan 
perubahannya 
pemasukan penawaran 
pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul 
I) 
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evaluasi administrasi dan reknis 
pene~apan peringkat teknis 
pemberitahuan/ pengumuman peringkat tckrus 
(pemenang) 
undangan pernbukaan penawaran kepada peserta yang 
lulus evaluasi teknis 
pembukaan penawaran biaya (sampul II) 
evaluasi biaya 
perhitungan kornbinasi teknis dan biaya 
penetapan pemenang 
pengumuman pemenang 
m rsa sanggah 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 
penunjukan pemcnang 
penanda~nganankontrak 

(4) Metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul 
pengumuman prakualifikasi 
pengarnbilan dokumen prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pengumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek 
penjelasan 
penyusunan berita acara penjelasan dokurnen seleksi dan 
perubahannya 
pemasukan penawaran 
pembukaan penawarcln adrninistrasi dan teknis (sampul 
I) 
evaluasi administrasi dan teknis, terhadap yang 
penawaran biayanya sarna a tau dibawa 1 pagu c1nggaran 
pemberitahuan/ pengumuman peringkat teknis 
masa sanggah 
undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta 
yang lulus evaluasi tekni 
klarifikasi dannegosiasi teknis dan biaya dengan 
pe:nenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran 
biayanya sama atau dibawah pagu anggaran) 
penunjukan pemenang (award) 
penandatanganan kontrak 

(5) metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul 
pengumuman prakualifikasi 
pengambilan dokumen prakualifikasi 
pemasukan dokumen prakualifikasi 
evaluasi prakualifikasi 
penetapan hasil prakualifikasi 
pe71gumuman hasil prakualifikasi 
masa sanggah prakualifikasi 
undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek 
pengambilan dokumen seleksi umum 
penjelasan 



Ta ta Cara Pengadaan Ba rang/ Jasa Pemerin tah Kabupa ten Kla ten Tahwi 2008 21 

Swakelola adalah pekcrjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri 
oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/ a tau 
tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. 
Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga 
sendiri. 
1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 

dan diawasi sendiri. 
2) Swakelola dapat dIaksanakan oleh: 

a) Pejabat Pernbuat Komitrnen; 
b) Instansi pernerintah lain; 
c) Kelompok masyarakat/lembaga swdaya masyarakat penerima 

hi bah. 
3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : 

a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis 
sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan 
sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen; 
dan/atau 

b) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 
partisipasi masyarakat seternpat: dan/ a tau 

c) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pernbiayaannva tidak diminati oleh penydia barang/ jasa: dan/ a tau 

d. Swakelola 

penyusunan berita acara penjelasan dokurnen seleksi dan 
perubahannya 
pt masukan penawaran 
pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sarnpul 
I) 
evaluasi administrasi dan teknis 
pemberitahuan/ pengumuman hasil evaluasi administrasi 
dan teknis 
undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus 
pernbukaan penawaran biaya (sampul II) 
evaluasi penawaran biaya 
penetapan pemenang 
pengumuman pemenang 
klarifikasi dan negosiasi teknis clan biaya dengan 
pemenang 
penunjukan pemenang 
penandatanganan kontrak 

(6) metoda penunjukan langsung 
undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen 
prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung 
pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta 
penjclasan 
pemasukan penawarnn administrasi. tcknis dan biaya 
dalam satu sampul 
pernbukaan dan cvaluasi penawaran oleh panitia 
klarifikasi dan negosiasi, baik teknis maupun biaya 
penetapan/penunjukan pcnyedia jasa konsultansi 
penandatanganan kontrak 
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Pelaksanaan Swakelola : 
1. Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitrnen 

Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan antara lain 
sebagai berikut. 
a. Pengadaan bahan, jasa la inn ya, peralatan/ suku cadang dan tenaga 

ahli yang diperlukan dilakukan oleh pejabat pengadaanz unit 
layanan pengadaan yang ditetapkan oleh pejabat pernbuat 
komitmen (PPK) selaku pejabat pelaksana tcknis kegiatan (PPTK) 
dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan didalam keputusan presiden ini, yaitu : 
1) Untuk pengadaan barang sarnapi dengan Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh pejabat pengadaan 
barang di satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 
swakelola: 

2) Untuk pengadaan barang diatas Rp 50.000.000,00 (lirna puluh 
juta rupiah) dilakukan oleh unit layanan pengadaan. 

b. Pernbayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara 
harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah 
borong; 

c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan 
berdasarkan kontrak konsultan perorangan; 

d) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dilutungyditentuken 
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau 

e) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau 
penyuluhan, dan/ a tau 

f) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat 
khusus untuk pengembangan teknologi/ metoda kerja yang belum 
dapat dilaksanakan oleh penydia barang/jasa; dan/ a tau 

g) Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan 
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pcngembangan 
system tertentu dan penelitian oleh pcrguruan tinggi/lembaga 
ilmiah pemerintah: 

h) Pekerjaan } ang bersifat rahasia bagi instansi Pejabat Pembuat 
Komitmen yang bersangkutan. 

4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan percncanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dilapangan dan pelaporan. 

Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi : 
a) Swakelola oleh Pejabat Pernbuat Kornitmen adalah pekerjaan yang 

direncanakan, dikerjakan dan diwasi scndiri oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/ a tau tcnaga dari 
luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan; 

b) Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, 
lembaga penelitian/ ilmiah pernerintah, lembaga pelatihan) adalah 
pekerjaan yang P' rencanaan dan pcngawasannya dilakukan oleh instansi 
pemerintah yang bukan penanggung [awab anggaran; 

c) Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan olch penerima hibah 
(kelompok rnasyarakat, lSM, komite sekolah/ pendidikan, lembaga 
pendidikan swasta/Icrnbaga pcnclitian/ ilmiah nonbadan usaha dan 
lembaga Jain y::mg ditetapkan oleh pernerintah) der.gan sasaran 
ditentukan oleh instansi pemberi hibah. 
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d. Penggunaan tena.ga tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap 
hari dalam laporan harian; 

e. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai der.gan 
kebutuhan d, :1 kapasitas penyimpanan; 

f. Panjar kerja d.pertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara 
bulanan; 

g. Pencapaian 'arget fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap 
minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai 
dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non 
fisik/ perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 

h. Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilakukan oleh pelaksana 
yang ditunjuk oleh pemimpin pelaksana kegiatan pengadaan 
barang/jasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain nonswadana 
a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga 

ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur pemerintah 
pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh pemimpin pelaksana 
kegiatan pengadaan barang/jasa dan menggunakan metoda 
pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam 
Pera tu ran Bupati ini, yaitu lelang/ seleksi umum, Jelang/ seleksi 
terbatas, perruliharr/ seleksi langsung a tau penunjukan langsung; 

b. Pembayaran upah tenaga kerja y:mg diperlukan dilakukan secara 
harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah 
borong; 

c. Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang 
harus dipertanngungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah 
pelaksana swakelola: 

d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan 
berdasarkan kontrak konsultan perorangan; 

e. Penggunaan :enaga tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat sctiap 
hari dalam laporan harian; 

f. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertal.ap sesuai dengan 
kebutuhan dan kapasitas penyimpanan; 

g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara 
bu la nan; 

h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap 
minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai 
dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non 
fisik/ perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 

1. Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilakukan oleh pelaksana 
yang ditunjuk oleh pemimpin pelaksana kegiatan pengadaan 
barang/jasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 

3. Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok rnasyarakat /Icmbaga 
swadaya masayarakat penerima hibah 
a. Pengadaan barang. jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga 

ahli yang dipcrlukan dilakukan oleh penerima hibah; 
b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi 

dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 
1) 50~o (li-na puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan 

penerima hibah telah siap; 
2) 50~o (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah 

mencapai 30% (tiga puluh persen). 
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a) Penggunaan produksi dalam negeri: 
1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi 

barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan 

e. Lain-lain 

Mekanisme pelaksanaan pekerjaan swakelola untuk percncanaan, penelitian, 
pelatihan dan studi . 
a. Pengguna anggaran mengajukan permohonan swakelola kepada Bupati. 
b. Bupati menerbitkan ijin dengan menunjuk Unit sebagai pembantu 

pelaksana LKMD/Kornite Sekolah/Yayasan/l.SM/perguruan 
tinggi/universitas ditunjuk oleh pengguna anggaran. 

Mekanisrne pelaksanaan pekerjaan swakelola untuk konstruksi/ fisik : 
a. Pengguna anggaran mengajukan permohonan swakelola kepada Bupati. 
b. Bupati menerbitkan ijin dengan menur.juk: 

DPU dalam hal ini Subdin terkait sebagai pelaksana dan pengawas 
lapangan untuk pekerjaan dilingkungan DPU. 
Untuk pekerjaan swakelola diluar DPU, DPU bertugas sebagai 
petugas bimbingan teknis. 
T.Jnit sebagai pembantu pelaksana LKMD / Kornite 
Sekolah/Yayasan/l.SM atau unit lainnya, ditunjuk oleh pengguna 
anggaran dan pengawas lapangan dari dinas teknis. 

Pelaksanaan swakelola untuk konstruksi/ (isik dan perencanaan/ studi harus 
mcndapat persetujuan tertulis dari Bupati, melalui Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, dengan dilengkapi atau dilampiri 
penjelasan tentang : 
a. Kemampuan tekr-is instansi yang bersangkutan untuk mclaksanakan 

pekerjaan swakelola, 
b. Jumlah personil d.m peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan 

diswakelola: 
c. Alasan pelaksanaan secara swakelola; 
d. RAB untuk pekerjaan swakelola tidak lermasuk keuntungan pelaksana. 

c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana } ang dikeluarkan 
dilaporkan secara bcrkala kcpada pcngguna anggarc1n; 

d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerirna hibah. 
4. Pelaksana peker-aan swakelola 

a. Syarat pelaksana swakelola 
1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalarn 

melaksanakan tu.gas; 
2) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
3) Memahami spesifikasi, sifat dan jenis pekerjaan yang menjadi 

tu.gas kewengannya; 
4) Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan pelaksanaan 

kegiatan. 
b. Tugas pelaksana swakelola 

1) memimpin, mengarahkan dan mengawasi para pekerja dalam 
melaksanakan kegiatan; 

2) mencatat dan membuat laporan penggunaan bahan / material 
setiap hari; 

3) Mernbuat kemajuan realiasi fisik dan keuangan setiap bulan. 
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Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat ijin usaha yang dikeluarkan 
oleh pemerintah kabupaten/kota setempat 
Untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil 
setempat dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, 
ditetapkan sebagai berikut : 
1) Setiap awal tahun anggaran, pemimpin pelaksana kegiatan 
' pengadaan barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya wajib 

membuat rencana pengaduan barang/jasa sesuai dengan 
keperluannya berdasarkan dana yang tersedia dan agar sebanyak 
mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha kecil 
termasuk koperasi kecil, selanjutnya segera melaporkan kepada 
pimpinan instansinya, serta instansi yang membidangi usaha kecil 
termasuk koperasi kecil disetiap kabupaten/kota. 

pada kriteria terrentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan 
ke!ompok barang/jasa. 

2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan 
inforrnasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana 
dimaksud diatas yang dikeluarkan oleh unit kerja/' dinasj instansi 
yang membidangi perindustrian dan perdagangan. 

b) Peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil: 
(1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, instansi 

pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan 
barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. 

(2) Unit kerja/ dinas/ instansi yang rnembidangi koperasi, pengusaha 
kecil, dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil 
termasuk koperasi kecil dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. 

(3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan 
menengah bersama instansi terkait di kabupatcn menyebarluaskan 
informasi mengenai peluang usaha kecil termasuk koperasi kecil 
mengenai rencana pcngadaan barang/ jasa pemerintah diwilayahnya 
dan menyusun direktor peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi 
kecil untuk disebarluaskan kepada usaha kecil termasuk koperasi 
kecil. 

c) Pemaketan pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil 
Nilai paket peker aan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukkan 
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan 
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha 
kecil termasuk koperasi kecil. 

d) Usaha kecil adalah usaha dengan kritcria: 
(1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan 

(2) Milik WNI; dan 
(3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaau atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dcngan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 
a tau 

(4) Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, 
pengadaan barang atau jasa lainnya. 
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2) Instansi yang membidangi usaha kecil di setiap kabupaten/kota 
menghimpun laporan rencana pengadaan barangj'jasa instansi 
pemerintah diwilayahnya dan rnenyusun direkrori peluang bagi 
usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta mernantau 
pelaksanaannya bcrdasarkan pedoman teknis dari mentcri yang 
membidangi usaha kecil · 

3) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan barang/jasa mengikat kontrak 
dengan penyedia barang/jasa bukan usaha kecil, maka didalarn 
kontrak agar dicantumkan klausul tentang : "Kepada penyedia 
barang/jasa bukan usaha kecil yang menyalahgunakan fasilitas dan 
kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kccil termasuk koperasi 
kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil, maka yang bersangkutan dikenakan 
sanksi sebagaimana termaktub dalarn pasal 34, pasal 35 dan pasal 36 
undang-undang tersebut yaitu scbagai berikut 
a) Barang siapa dengan maksud untuk mcnguntungkan diri 

sendin atau orang lain secara melawan hukurn dengan 
mengaku atau mcmakai narna usaha kccil schi.igga 
mempcroleh Iasilitas kcmuuahan dana, kcnnganan tarf, tcmpat 
usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan 
jasa atau pemborongan pekcrjaan Pernerintah yang 
diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara 
langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi 
usaha kecil diancam dengan pidana paling lama lima tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp 2.000 000.000,00 (dua 
rnilyar rupiah); 

b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) diatas adalah 
tindak pidana kejahatan: 

c) Jika tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada butir a) diatas 
dilakukan oleh atau atas narna badan usaha, dapat dikenakan 
sanksi administratif bcrupa pcncabutar. serncntara atau 
pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang. 

e) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna anggaran dilarang 
menetapkan kritcna dan persyaratan yang diskriminatif dan 
obyektif, antara lam . 
1) Persyaratan-pcrsyaratan yang mcnghalangi terwujudnya persaingan 

sehat, misalnya : persyaratan menjadi anggota asosiasi tertentu, 
penggunaan metode pemilihan penyedia dengan cara undian, 
mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa kepada BUMD 
setempat; 

2) Persyaratan-persyaratan yang rnenghalangi keikutsertaan penyedia 
barang/jasa dari daerah lain, misalnya kewajiban 

1mempunyai 

rekening di bank daerah setempat, kewajiban membuka kantor 
perwakilari/ ca bang sebelum ditunjuk sebagai penyedia barang/ jasa, 
kewajiban mempunyai Surat ljin Tempat Usaha (SITU) daerah 
seternpat 

f) Untuk bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan pernaketan sebagai 
berikut: 
1) Pengadaan dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

sampai dengan Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) 
diperuntukan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, 
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A. Belanja Bantuan Keuangan 
a. Bantuan keuangan digunakan untuk mcnganggarakan bantuan keuangan 

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, 
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah dcsa dan pemerintah 
daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ a tau peningkatan 
kemampuan keuangan. 

b. Tujuan 
Mempercepat pemerataan pembangunan; 
Menumbuhkan swadaya masyarakat dalam membangun daerahnya; 
Meningkatkan pcmberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 

c. Pendekatan 
Pemberian kcpercayaan kcpada masyarakat untuk menentukan 
kegiatan yan? dibutuhkan; 
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pemeliharaan; 
Swadaya masyarakat. 

d. Prinsip pengelolaan 
Semua kegiatan harus diterima dan didayagunakan oleh masyarakat 
dengan meningkatkan partisipasi masyarakat bcrupa dana, tenaga 
dan material; 
Pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya lokal, tata cara 
dan teknologi yang tepat guna; 
Semua kegiatan harus dikelola sccara terbuka oleh masyarakat dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan teknis; 
Semua kegiatan harus dapat dilaksanakan, dimanfaatkan, dipelihara 
dan dikembangkan oleh masyarakat. 

e. Berdasarkan penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangan 
sebagaimana tersebut diatas, satuan kerja perangkat daerah perencana 
mengajukan pencairan kepada Badan Pengelola Keuangan daerah 
(BPKD) Kabupaten Klaten dengan dilampiri : 
1) Proposal atau yang sejenis; 
2) Daftar nomor rekening bank atau fotocopy buku rekening bank atas 

nama penerima bantuan; 
3) Surat pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada satuan kerja 
perangkat daerah perencana; 

4) Persetujuan atau kcputusan penetapan lokasi dan alokasi. 
f. Petunjuk 

Untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa selain dengan menggunakan metode 
tersebut diatas, dapat dilakukan dengan metode yang lain yaitu : 

kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis 
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mencngah: 

2) Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah diperuntukan bagi usaha kecil jasa percncanaan dan 
pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan :,·ang 
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha 
kecil. 
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1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemarnpuan usaha serta 
pemenuhan persayaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum 
memasukan penawaran. 

2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha 
serta pemenuhan persayaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa 
setelah memasukan penawaran. 

3. Unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan barang/ jasa wajib melakukan 
pascakualifikasi untuk pelelangan umum pcngadaan barang/jasa 
pemborongan/ jasa la inn ya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya 
persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya 
penyedia barang/ jasa, 

4. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan 
pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan 
metode penunjukan 'angsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas 
dan pernilihan langsung 

5. Unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa dapat melakukan 
prakualifikasi untuk pelelangan urnum pengadaan barang/jasa 
pemborongan/jasa lainnva yang bersifat kumpleks. 

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Tas.: Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

E. PIU~SIP-PRINSIP PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI 

D. Belanja Hibah 
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang 
dan/ a tau jasa kepada pemerintah a tau pemerintah daerah lainnya, perusahaan 
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spcsifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak 
secara terus menerus 

B. Bantuan lmbal Swadaya 
Bantuan imbal swadaya adalah metode pclaksanaan kegiatan dengan cara 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) (Pemerintah Kabupaten Klaten) mernberikan bantuan kepada penerima 
bantuan dengan syarat penerima bantuan tersebut mempunyai 
swadaya/ sanggup mengcmbangkan bantuan terse but. 

C. Kerni traan 
Kemitraan adalah bentuk usaha bersama antara Pejabat Pembuat Kornitrnen 
(PPK) selaku Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan (PPTK) pengadaan 
barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalarn ncgeri rnaupun luar negeri, 
dimana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab 
yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersarua. 

Khusus bantuan kecamatan, dapat dizunakan untuk fisik maup .. .m 
nonfisik, dan dana tersebut dikelola langsung oleh kantor kecamatan 
yang bersangkutan; 
Manfaat kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelay:man 
masyarakat ~ 
Hindari penggunaan yang ouerlapping dengan dana rutin atau dana 
lainnya di kecamatan. 
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1. Metode satu sampul .. adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri 
dari persyaratan teknis dan penawaran harga asli yang dimasukan kedalam 1 
(satu) sampul tertutup, surat penawaran rekanan dimasukkan kedalam sampul 
tertutup, kemudian sampul tersebut dimasukkan kedalam dijadikan satu 
dalam sampul tertutup yang ditujukan kepada panitia/pejabat pengadaan. 

2. Metode dua sampul, adalah penyampaian dokumen pcnawaran yang 
persyaratan administrasi dan teknis dirnasukan dalam sampul tertutup I, 
sedangkan harga penawaran dimasukan dalam sampul tertutup II, selanjutnya 
sampul I dan sampul II dirnasukan kedalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) 
dan disampaikan kepada panitia/ pejabat pengadaan. 

3. Metode dua tahap, adalah penyampaian dokumen penawaran yang 
persyaratan administrasi dan teknis dimasukan dalam sampul tertutup I, 
sedangkan harga penawaran dimasukan dalam sampul tertutup II, yc1ng 
penyarnpaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap terpisah dan dalam waktu 
yang berbeda. 

F. METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PEMILIHAN 
PEZ\ryEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA 

Presiden Republik Indonesia Iomor 95 Tahun 200S tentang Perubahan Ketujuh 
Atas Keputusan Presiden 'omor GO Tahun 2003 tcntang Pedornan Pelaksanaan 
Pengadaan Barang '[asa Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi. 

7. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan 
persayaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan 
pengadaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. 

8. Pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
(PPTK) wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta 
seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian 
kualifikasi penyedia barang/ jasa. 

9. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai 
bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi 
adalah benar, clan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi 
yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan 
sebagai calon pemenang, dimasukan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 
2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam secara perdata dan pidana. 

10. Dalam proses prakualiukasi/ pascakualifikasi unit layanan pengadaan/ pejabat 
pengadaan barang/jasa tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi 
keikutsertaan calon penyedia barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota 
lokasi pengadaan barang/jasa. 

11. Pemerintah Daerah/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi masal yang 
berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tcrtentu. 

12. Pada setiap tahapan proses pemilihan pcnyedia barang/jasa, Pejabat Pembuat 
Komitmen/ unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan dilarang membebani 
atau memungut biaya untuk dokumen prakualifikasi, kecuali untuk biaya 
penggandaan dokumen pengadaan. 

13. Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari kesalahan-kesalahan 
kecil yang dapat menggugurkan peserta pelelangan, maka syarat-syarat 
administrasi lainnya yang diperlukan agar diminta <lan dievaluasi pada saat 
prakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada dokumcn pe:nawaran. 
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Io 
Is 

nilai pekerjaan sekarang. 
nila: pekerjaan kcseluruhan, termasuk eskalasi (bila ada) 
saat penyerahaan pertama/ provisional luind over (PHO). 
indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO. 
indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan 
penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung 
dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan 
sebelumnya). 
Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang dipakai 
adalah: 

Nps 
Npo 

= Npo X ~ 
Io NPs 

• 

1. Merniliki surat ijin usaha yang masib berlaku: 
2. Secara hukum rnernpunyai kapsitas menandatangani kontrak pengadaan; 
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiai:an usahanya tidak 

sedang dihentikan, dan/ a tau tidak sedang menjalani sanksi pidana (surat 
pernyataan berrnaterai). 

4. Untuk kemitraan, penycdia wajib mcmpunyai perjanjian kcrjasarna 
operasi Zkemitraan yang memuat persentasi kemitraan dan perusahaan yang 
mewakili kemitraan tersebut; 

5. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT /PPh) serta memiliki laporan 
bulanan PPh pasal 21/23 atau pasal 25 atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
bulan lalu; 

6. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah mcmiliki pcngalaman menycdiakan 
barang/jasa teramsuk subkontrak, kecuali pcnyedia barang/jasa yang baru 
berdiri kurang dari 3 (nga) tahun; 

7. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalarn daftar sanksi atau daftar hitam di 
instansi manapun (sura: pernyataan bcrrnaterai): 

8. Memilik kemampuan pada bidang pckcrjaan yang sesuai (untuk usaha 
kecil/koperasi kecil); 

9. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pckerjaan yang sesuai 
(untuk bukan usaha kecil). 
a. Jasa pemborongan 

¢ Kemampuan Dasar (KD) = 2 Nilai Proyek Tertinggi (NFT) 
b. Pengadaan barang jasa lainnya 

¢ Kemampuan Dasar (KD) = 5 Nilai Proyek Tertinggi (NPT) 
c. Jasa konsultansi 

¢ Kemampuan Dasar (KO) = 3 Nilai Proyek Tertinggi (NPT) 
d. Penghitungan kemampuan dasar dengan rumus 

Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan mcnggunakan 
rumus sebagai berikut: 
• NPt nilai paket tcrtinggi berdasark.rn pengalaman 

menangani pekerjaan dalam kurun waktu , 7 (tujuh) 
tahun terakhir 

Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi rnenjadi nilai 
pekerjaan sekarang dengan present ualue menggunakan perhitungan 
sebagai benkut: 

G. PERSYARATAN ~'UAlIFIKASI PEl\'YEDIA BARA1':G/JASA 



Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten K1aten Tahun 2008 31 

Pernilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya harus dilakukar, melalui salah 
satu cara, yaitu : 
a) Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar 

pendek pesertanya diplih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu 
diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi 
untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia 
jasa konslutansi yang berrninat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

b) Seleksi terbatas adala metoda pernilihan penyedia jasa konsultansi untuk 
pekerjaan yang komplcks dan diyakini jumlah penyedia jasa konsultansi yang 
rnarnpu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas. 

c) Seleksi langsung adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang 
daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap 
penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang­ 
kurangnya dipapan pengurnuman resmi untuk penerangan umum atau media 
elektronik (internet). 

d) Penunjukan langsung adalah rnetoda pemilihan penyedia jasa konsultansi 
dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi 
dan dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun biaya sehingga 
diperoleh biaya yang .·:ajar dan secara teknis dapat dipcrtanggungjawabkan 
(dalam keadaan tertentu dan kcadaan khusus). 

H. METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI 

untuk jasa pemborongan, indeks perdagangan 
besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang 
rnerupakan komponen terbesar dari pckerjaan: 
untuk jasa konsultansi. indeks biaya hidup 
(consumer price index, 'CPI); 
untuk pemasokan barang, indeks perdagar,gan 
besar barang-barang yang sesuai; 
untuk jasa lainnya, indeks yang sesuai. 

10. Dalam hal bermitra, vang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari 
perusahaan yang mewakili kemitraan (lendfirm); 

11. Untuk pekerjaan khusus/ spesifik/ teknologi tinggi dapat ditambahkan 
persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang 
diperlukan, atau pengalaman tertentu; 

12. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta 
untuk mengikuti pengadaan barang/jasa (untuk bukan usaha kecil). 
a. Jasa pemborongan 10% dari nilai kontrak 
b. Pengadaan barang/ jasa lainnya 5 % dari nilai kontrak 
c. Jasa konsultansi tidak perlu dukungan bank 

13. Memiliki kemampuan meyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang 
diperlukan; 

14. Termasuk dalam penvedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket 
pekerjaannya; 

15. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus 
untuk jasa pernborong.m: 

16. Tidak mernbuat pertyataan yangtidak benar tcntang kompetensi dan 
kemampuan usaha yang dimilikinya; 

17. Untuk pekerjaan jasa pemborongan, memiliki SKK yang cukup dan masih ada 
SK~. 
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1. Pejabat Pembuat Kornitmen wajib mcmiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang 
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Materi HPS dibuat dan ditetapkan oleh Pejabat Pcmbuat Kornitrnen, kemudian 
disusun oleh unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan. 

3. HPS digunakan scbagai alat untuk mcnilai kewajaran harga penawaran 
termasuk rinciannya dan untuk menctepkan besaran tarnl ihan nilai jaminan 
pclaksanaan bagi penawaran yang dinilar terlalu rendah, tetapi tidak dapat 
dijadikan dasar untuk menggugugurkan pcnawaran. 

4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, dan diumumkan sejak rapat 
penjelasan lelang/ tuintoijzing. 
Rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia. 

5. HPS rnerupakan salah satu acuan dalarn mcnentukan tambahan nilai jarninan. 
6. HPS telah merneprhitungkan pajak pcrtambahan nilai (PFN) dan biaya urnum 

dan keuntungan (overhead cost dan profit) yang wajar bagi penyedia 
barang/ jasa. 

7. HPS tidak boleh rnemperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak 
penghasilan (PPh) pen) edia barang/jasa. 

Data yang digunakan sebagai dasar dan pcrtimbangan pcnyusunan HPS antara lair. 
yaitu: 
1. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. 
2. Harga pasar setempat rnenjelang dilaksanakannya pengadaan. 
3. Inforrnasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS), asosiasi tcrkait dan surnber data lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

4. Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluzrkan oleh agcn tunggal/ pabrikan. 
5. Biaya kontrak sebelurnnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 

faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya. 

J. HARGA PERKIRAAN SE1'DIRI (HPS) 

1. Sistern gugur, adalah cvaluasi penilaian penawaran dengan cara merneriksa 
dan rnernbandingkan .iokumcn penawara11 terhadap pcmenuhan persyaratan 
yang telah ditetapkan dalarn dokumen pernilihan penyedia barang/jasa 
dengan urutan proses t -valuasi dirnulai dari penilaian persyaratan adrninistrasi. 
persyaratan teknis dan kewajaran harga. tcrhadap penycdia barang/jasa yang 
tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. 

2. Sistem nilai, adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara mernbcrikan 
nilai angka tertentu pada setiap Oriter yang dinilai berdasarkan Criteria dan 
nilai yang telah ditetapkan dalarn dokurnen pernilihan penyedia barang/jasa, 
kemudian membandingkan jurnlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan 
penawaran peserta lainnya. 

3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, adalah evaluasi penilaian 
penawaran dcngan cam mcmberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga 
yang dinilai menurut umur ekonornis barang yang ditawarkan berdasarkan 
kriteria dan nilai yang ditetapkan dalarn dokumen pcmilihan 
pcnyedia/barang, kcrnudian nilai unsur-unsur terscbut dikonvcrsikan 
kedalarn satuan mata uang tcrtentu, dan dibandingkan dcngan jumlah nilai 
dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. 

I. EVALUASI P8'A1\\.ARAN PADA PEMILillAN PEXYEDIA BARA.! rG/JASA 
PEMBORO~GAN/JASA LAINNYA 
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a. Isi dokumen kontrak memuat ketentuan sebagai berikut: 
1) Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan 

dan alamat; 
2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dcngan uraian yang jelas mengenai 

jenis dan jumlah barang/ jasa yang diperjanjikan; 
3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalarn pcrjanjian: 
4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 
5) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; 
6) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan <lengan disertai 

jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pas ti serta syarat-syarat 
penyerahannya; 

7) Jaminan teknis/hasil pckerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan 
rnengenai kelaikar 

8) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalarn hal para pihak tidak 
rnemenuhi kewajibannya; 

9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 
10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa: 
11) Ketentuan rnengenai kewajiban para pihak dalam terjadi kegagalan dalam 

pelaksanaan pekerjaan; 
12) Ketentuan rnengenai perlindungan tenaga kerja: 
13) Ketentuan rnengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; 
14) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. 

b. Kontrak pengadaan barnng/jasa dibedakan atas: 
1) Berdasarkan bentuk imbalan 

(1) Kontrak Lun.p sum, adalah kontrak pcngadaan barang/ jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalarn batas waktu tcrtentu, dengan 
jumlah harga yang pasti dan tctap scrta sernua n".ko yang mungkin 
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya 
ditanggung oleh penyedia barang/ jasa. 

(2) Harga satuan, adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalarn batas waktu tertentu 
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satu 
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertcntu, yang volume 
pekerjaannya masih bersifat perkiraan sernentara, sedangkan 
pernbayarannya akan didasarkan pada hasil pengukuran bersama 
atas volume pekcrjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh 
penyedia barang/jasa. 

(3) Gabungan lump sum dan harga satuan, adalah kontrak yang 
merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu 
pekerjaan yang diperjanjikan. 

(4) Terirna jadi (tum key), adalah kontrak pengadaan barang/jasa 
pernborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas 
waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 
bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun 
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria 
kinerja yang telah ditetapkan. 

(5) Persentase, adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang 
konstrusi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dirnana konsultan 

K. KONTRAK 

6. Daftar biaj a standar } ang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 
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a. Jaminan Penawaran 
1) Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) 

atau oleh perusahaan asuransi yang mempuyai program asuransi 
kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi 
scbagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Mcnteri Keuangan. 

2) Masa berlaku jamman penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang 
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 

3) Nama peserta lelang sama dengan nama yang tcrcantum dalam surat 
jaminan penawaran. 

4) Besar [arninan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang 
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu 
sebesar 1 % sampa1 dengan 3% dari nilai HPS. 

5) Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. 
6) Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima jaminan penawaran 

sama dengan narna Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan 
pelelangan. 

7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan pakct pekerjaan yang 
dilelang. 

L. JAI\HNAN 

yang bersangkutan rnenerirna imbalan ·:sa berdasarkan persentase 
tertentu dari nilai pekerjaan ::5ik konstruksi pemborongan tersebut. 

2) Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan 
(1) Tahun tunggal, adalah kontrak pelaksanaan pckerjaan yang 

mengikat dana anggaran untuk .nasa 1 (satu I tahun c1nggaran. 
(2) Tahun jarnak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat 

dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
dilakukan atas persetujuan Bupati untuk pengadaan yang dibiayai 
dari APBD Kabupaten Klaten. 

3) l3erdasarkan jurnlah Pejabat Pembuat Komitrnen 
(1) Kontrak pcnggadaan tunggal, adalah kontrak antara satu unit kerja 

atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tcrtcntu r ntuk 
menyelesaikan pekerjaan rertentu dalarn waktu tertenlu. 

(2) Kontrak pengadaan bersama, adalah kontrak antara bcbcrapa unit 
kerja a tau b. -berapa proyek dcngan pcnyedia barang/ jasa tci ten tu 
untuk rnenvelesaikan pekerjaan tcrtcntu dalarn waktu tertentu 
sesuai dengan kegiatan bersarna yang jelas dari masing-masing unit 
kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalarn kesepakatan 
bersarna. 

4) Jangka waktu perncliharaan 
a. Konstruksi 

Untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi 
waktu pcrneliharaan selarna 6 (enarn) bulan: 
Untuk pekerjaan perneliharaan jangka waktu perneliharaan 
selama 3 (tiga) bulan; 

b. Pengadaan 
Pengadaan barang material, tidak diperlukan waktu 
pemeliharaan; 
Pengadaan barang alat-alat jangka waktu pcmeliharaan sesuai 
dengan garansi barang tersebut: 
Pcngadaan barang mcubclair, jangka waktu pemeliharaan 
selama 3 (tiga) bulan. 



Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pem.erintah Kabupaten Kiaten Tahun 2Q08 35 

M. PENYERAHAN PEr-.;'GADAAN BARANG/JASA 

Apabila suatu pengadaan barang/jasa telah selesai, maka Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib 

8) !si surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam 
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 

9) Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/ a tau rneragukan dalarn surat 
jarninan penav.,aran perlu diklarifikasikan dengan pihak terkait tanpa 
rnengubah substansi dari jarninan penawaran. 

b. Jarninan Pelaksanaan 
1) Nilai jarninan pelaksanaan dengan jaminan bank umurn (tidak terrnasuk 

bank perkreditan rakyat). 
2) Untuk nilai pengadaan kecil sarnpai dengan Rp 50.000.000,00 (lirna puluh 

juta rupiah) tanpa jarninan pelaksanaan. 
3) Masa berlakunya jarninan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal 

penandatanganan kontrak sarnpai dengan 14 (empat belas) hari setelah 
tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. 

c. Jaminan Uang Muka 
1) Penyedia barang 'jasa mengajukan permohonan pcngarnbilan uang muka 

secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan 
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
kontrak. 

2) Pejabat Pernbuat Komitmen sudah harus mengajukan surat perrnintaan 
pembayaran untuk permohonan tersebut diatas yang nilainya paling 
tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalarn kontrak, paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah jarninan uang muka diterima dari penyedia 
barang/ jasa. 

3) Besarnya jaminan uang rnuka harus bernilai sekurang-kurangnya sama 
dengan jurnlah urng muka yang diberikan. 

4) [arninan uang rnuka harus diterbitkan oleh bank umurn (tidak termasuk 
bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi ya;1g mempuyai 
program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan 
reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

5) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara 
proporsional paca setiap pernbayaran prestasi pckerjaan dan paling 
lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus 
persen). 

6) Untuk kontrak tahun jamak (multi yenrs) nilai jarninan uang muka secara 
bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 

d. Jaminan Pemeliharaan 
1) Jaminan pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen). 
2) Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang 

diterbitkan olah bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) 
atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi 
kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi 
sebagairnana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 
masa berlakunya jarninan pemeliharaan sarnpai dengan berkakhirnya 
rnasa pemeliharaan. 
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menyerahkan pengadaan barang asa atau hasil pekerjaan yang telah selesai 
tersebut kepada Bupati Klaten. 
Adapun prosedur penyerahan pekerjaan adalah sebagai berikut: 
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK) menyerahkan hasil pekerjaan pcngadaan barang, jasa kepada Bupati 
Klaten melalui Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Klaten dengan surat pengantar penyerahan pengadaan barang/jasa. 

2. Di dalam surat penyerahan pengadaan barang/jasa agar dilarnpiri: 
a. Surat/buku perjanjian atau kontrak; 
b. Keputusan pengangkatan unit Jay a nan pengadaan/ pejabat pengadaan 

barang/jasa dan tim pemeriksa pengadaan barang/jasa; 
c. Surat pernyataan pengadaan barang/jasa telah selesai 100% yang 

dinyatakan oleh tim pemeriksa dengan diketahui oleh Pejabat Pernbuat 
Komitmen; 

d. Berita acara penerimaan oleh perncgang barang unit; 
e. Berita acara pcmeriksaan barang pcngadaan barnng olch tirn pcrneriksa 

kegiatan pengadaan barang. 
3. Bagian Perlengkapan Sckrctariat Daerah Kabupatcn Klaren rnenginvcntarisir 

dan melaporkan kepad.i Bupati Klaren. 
4. Untuk pemanfaatanny.i Bupati Klaten menyerahkan kernbali kepada satuan 

kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 
5. Penandatanganan berit.i acara diatur sebagai berikut: 

a. Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 
(seratus juta) ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sckretariat 
Daerah Kabupaten Klaren atas narna Bupati Klaren. 

b. Pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus 
juta) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klaren atas nama 
Bupati Klaren selaku Pengelola Barang. 

6. Untuk pengadaan barang/jasa yang hasil akhir bukan merupakan asct 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaren, tidak perlu mernbuat berita acara. 

7. Untuk pengadaan barang yang bersifat inv cntaris pada satuan kerja perangkat 
daerah/unit kerja dibuat laporan pada akhir tahun anggai an dan dikirim kc 
Bagian Perlengkapan Sckretariat Daerah Kabupatcn Klaren. 
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Selama 1 hari 

Selama 1 hart 

Selama 1 han 

Setama 1 hari 

Selama 1 hari 

Selama 1 hari 

Selama 5 hari 
Pengumuman Permqkat Teknis Terbaik 
.............................................. -- ............. - ...... -- ......... - -- - ..... - ............ - - . - - . -- ... ·- ... -- -- - ---- ----·---·- - ---------. ------··- 
Ma sa Sanggah 

16 Selama 1 han 

Masa sanggah alas Has1I Prakualifikasi 7 

6 

Selama 1 hari 

Selama 1 hari 

Minimal 7 hari kerja setelah . - - - - - - -- - - - - - -- - - - 
______ --------- pe njel a sa ~ ------ ---· 

Selama 7 hari 

Penetapan Has1I Prakualitrkasi 5 

Selama 1 s/d 2 hari 

Evaluasi Dokumen Prakual=kasi 4 

Prakuahfrkast 

Paling cepat 7 hari kerja & -- - - - --- - - - - - -- - -- - -r- - - -- - - --- - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
paling lama 14 hari kerja sejak 

... - - ....... - - - - ........ - - - - .. ... ... .. - -- ... - .. --- - -- - - - -- . --- - - - -- - ...... - - ............... - -- ... - ...... 
tanggal undangan 

Pendaftaran dan Penqarnbrlan Dokumen 2 

Selama 7 hari 

Selarr a 5 hari 

Selama 1 hari 

Selama 1 hari 

Selama 1 s/d 2 hari 

Selama 7 hari 

Selama 7 hari Penqurnurnan Prakual 't-as 1 

-- ------ --- ----- - - - . - -- - -- . - - - ------ - -- -- . --- - ·- -- - - ·-- ---- - (_ __ - - ------- -- --- 
Pen yusu nan Senta Ac ara Penjelasan 

3 Pemasukan/ Pengembailan Ookumen Selama 3 hari 
............... -- -- - -- - - -· -- --- - - -- -- ---- - -- -·-- - --- - --- --- ---·- -- ----··---- --------·-- ·----- . 
Prakualmxasi 

URAIAN KEGIATAN KETERANGAN TANGGAL 

Pengumuman Has, Prakual f•kasi 

NO. HARi 

JADWAL KEGIATAN LELAN 
PENGADAAN JASA KONSUL TANSI DENGAN METODE 

SELEKSI UMUM/ SELEKSI LANGSUI.JG 



KOi·iITE SERTIFIKASI ANGGOTA DAERAH 
!KATAN "'~AS:O"JAL KONSULTAN INDONESIA 

PROPI~SI JAWA TENGAH 

PETUNJUKPELAKSANAAN 
SERTIFIKASI BADAN USAHA 

JASA KONSULTANSI 

LAMPI RAN 
' dan 

TABEL-TABEL 

I 

I 
I 

I 
! 
L 

,-----· - 

• 

• 



Keterangan : 
Perenunaan lerdirl darl: 5 Bidanv (1• Sue>-~no) dan 2 Layanan (0 Sut>-Layanan) 
Peng-nan lerdlrl dar1: l La~n.an (13 S1:::,..t_aya(\an) 

- PERENCANAAN 
JML OIOANG KOOE SUO-BIDANG 

11001 J;,u N4sehall?r.i-Oluln, 01.safn Atsltc-11,tural <San Admlnlstr.ul Konlr.llc 

ARSITEKTURAL 11002 Jau Arsltelcrurel L.anwk.ap 
4 

11003 Jeui Ols~f,i fnlerlor 
11004 Jau Atsn.ek,:urel L.alnnya 
12001 Joa Nuenat/Pr&-Oiwln dan Dls.aln Enjlnlrlno Banou ,an 

- 4 SIPIL 12002 Jaw ~1/P,..Olwln dan O!Mln EnJlnlrfno ~ 1 e«. Sli>'I K.ealr.n 
1200J Jue Nuehat/Pre-Oiuln dat1 Diufn Enjinirlno Pellerja.11.n Telt. Sipil Trensport.ui 
1~ Jue N•u,chat/Pra-O<Mln dan Dl:uln En)lnlrtno P~efjaan Telt. SlpU L.alnnya 

2 MEKANIKAL 13001 Ja,a Db.Aln EnJlnlrlno Mck.anlk.al 
13002 Jau Nasehall?ra-Ols.aln dan O~n EnJlnlrtno lndustrlal Plant dan Pl"O$es 

2 ELEKTRKAL 14001 Jue Ols.aln EnJlnlrtnQ Elcktriltal - 14002 Jeu ~h.at/Pra.O!Mfn den Olufn EnJlnlrtno Slsllem K.xttrol Lalu Uni.as 

2 TAT A UNGKU~G.AN 15001 Jasa Konsultansl Ungkunoi,n 
15002 J:au Per.1~~n Urban 

1' 
JML LAYA~/\~ KODE SUB-l.~YANAN 

16001 Jau Sul""ey Peonu~ 

' 1ASA SUR\,EY 16002 Jau Sul""ey PembwltAn Peb 
1&003 Jase Sur,wy B.wwah Tan.h 
16004 Jasa GeoloQI, Geoflslk den Prospck Lalnnya 

2 I ..'A.SAANAu;~ E .. J1 .. ,ro~G 
170()1 Jau Komposlsl, Kemumlan dan Anallsls 
17002 Ju.a En)lnlrlno L.afnn~• 

e I 
20 - PENGAWASAN 

JML LAYA',AN KODE SU84..A YANAN 
J1001 Ju.a EnJfntr1ng F-. Konstr:ultsl dan lnstalnl 8.anguf\an 
31002 Jaui EnJfnlrtng F-. Konstr:uul dan lnstalul Pekerja.ln Tei,. Slpll Tr.inaP<)(tlsf 

e JASA ',SPE"',Sl "";"EKl'ilK J100J Jau EnJlnltino F- Kon•INlul dan ln•taleel P.11.etj&VI Tait. Slpll ic-.lnn 
J100,4 J..,w EnJlnlrlno FH• Konstr:ulul dan lnsta\a11I Pekerj&an_!!_k. Slpll L.alnnya 
31005 Jasa EnJlnlring F- Konstr:uksl dan lnstlllMI lndustrlal Plant clan Proses 
J100G Jasa Enjlnfrino FaN Konstr:ultsl da,, lnstalasl Sis~ Kontrol Lalu Untas 
32001 Jes.a Mana,- Proy,et Ten&Jt l<onatr:ultll 8.angunan 
.32002 .JatM Ma~ Proy,et Ter1ullt Konstr:ultsl P , ___ T•k. Slpll Transportasl 

e JASA l,'A1'.AJEl,tf"i 32003 Jna hbnafemen Prowll Terblt Konstn,ksl Pekerja.an Teknlk Slpll Kealra.n 
320CM Jau Man..--, Proy,ett Twtt.l,jt KonstNltsl PeMcjaen Yetnlk SlpQ l..alnnya 
32005 .ia.. Man+men P roy,ett T efbll Kon, tNlta I lndu •tr1.al P Lant cun p,- 
32000 Jes.a Ma~ Pl'O'lff T ef1l.alt KonslNlul S Is l9ffl Kontrc ti La kl Untn 

1 JASA ENJIN•RING TERPAOU "°°1 
Jau EnJ"11rtn,g T~u 
(Khuau, untuk p,,,_,.k Ap..&M a.d Rp..251A) 

13 
33 

TABEL JUMLAH BIDANG I SUB-810.~NG I LA YANAN I StJB LAYANAN 
JASA PERENCANA DAN PENG/\WAS KONSTRUKSI TAHUN 2007 

• 

• 
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l".odc S1,t, t>•ct:1"'9 l'J.1s"'.~as1 
:' Yodll /\sos,:-,~, 
J «~,...,:t·1·N,'l'l Dasa· 
'1 Ku;i1,r,~:1~, 
'.', i.1hu11 

J, GHOU 

1 Nam• Tenaga KerJ• 
2 .;:,bal3n 1cnag11 lcerje (PJSU/PJT/PJS) 
3 O rlong ya"g d~a,..gar'linya 
ii Sub b•dn.,g yar,g c1.1.11ng1n'ny1 
5 1\1:tr'l~I 1cn1111a kor11 
G Ko.Jo Kn"11(o•.i 
7 Nomor K'l"P 
O Pond,d·knn 1cra~h.r 
\) °'lOn'Or :IJ313!°'1 
\ 0 1 .1noo ... 11.,, ... ., 
11 Temp;,: L;1h1t 
,, /'{11\r'\:I 

13 Nom,:,, ncx;-~:r.,s, Tt'N>ll• ftt>I; unruk PJ';', PJ9 

I. TfNAKER 

1 .,cn·'I a:.111 ~;1J'T1 por.i'alan 
?. Jurr.Jn'", ~·a ;i:a:i 
3 1<:ip:,s•tas pakal pc,·a a!1n 
4 Merl\ pc·a':itar. 
S No,-,o• 00•1 r.<)')'o!an 
O Tihun l'Y!~buo~a~ 
7 Kor,<J,s, sl!\o'n•a"g 
O LokJs1 I c!alt. perataian 
9 Harga bch pe•a'at2n 

Ii. Pfnl\LATll'I 

1 ,ohJ" Proyl)lr. 
2 'l:>ma Pair.cl Po~'!rJH!"I 
3 K,rasan lental'IO proyck 
4 ~-lomor Konlri•k yang d !aksar,akan 
5 NO'TIO( Kc,ce Pel Cfjla'1 Ko"lt.'\Jlcsi 
6 Nr,,..,o, Bcr"a /\cJ o Seroh To'i~a 
7 ';';;~g,1.1 Pei.er1aan d1:-r-uta1 
8 -:-a-;;,p Pe•l'"JIIII" So'ua· 
9 N 'at Wc.""t:~\r Mk~,.,~,,, 
10 N l:i l<o:,1·a, Pf!l<C' aan d,"1,tv"lg tahvn $eka·a~ 

,<odo Su!l O;aa"g <1as-'kasl 
I) Pnngg..,..,:, .:osa a:au ~f"'be• :,•oye>: 
I J l"..ooc P•op·"s• !C1r"'J,lt p•oyelr. 

C. f'l':NG/\l.M'/\~ PEKEfUMN 

; :th<tn $1'>- l'Cr1il'1la 
:, i a•,,rl SP .. k ,cf ,~ 
:, N,i;i, SPT lil"u"' ~·!;i"l,a 
I\ '~tl;\1 S='T t~t,. l"I Kr.Cua 
;, f(j'"'1\,.Ul ~""lil~\J"~- pcr•:,r,,:. 
r, ;a,11111 ~·cn·;i~v~;1n kc<h1a 
7 T;ih11r. p<>n,ac;uk.in ketiga 
fl 7 :11'111" ~r,·.isv\. a, ~cc,...,pnt 
9 i .:il'lu" pc~:1s1,~an kel,rna 
10 Pcmc1c;111<;in Tahun r,cnarria 
:, Pc1•1;1o;11k;t'l i ah11n Kcdua 
1?. Pem.:isuka"I Tahun Ket,ga 
1J Pcl'T':>suko~ T;,h,,.., l(O(!mpat 
l•I Pcm:is11~"" Tat un Kol,ma 

. .. . - , ... .., -·:,· .. "l'"'. 

4 K~:C' w:.,~'•,.,o1::l 
5 ~ .. ~ ... -c• ,r·r 
', r,.., ! .·: \.,;n r,.,,., .. h1r 

· s~··•f'l• :1:1::1~ tu1J!',:\n t~·:.,~h r 
~ ;- Vt1'"'1:l1 t:.•, ( 

'/;11" l Per JVf.;5 
2 J.~bn•,,,, vnnp c l"''P''9 
) N~~, .. : 1r•r;:,:1t 1,ng,n r,•ngLir11~ 

I Na 11;1 Pc~, 1, sat1a~ 
2 .,r~ !- •tH'"'"'t ·~., san;i"l"I (r,cr!'J'."jr:>ng.>11 1,:idan usaha) 
J Nc-01 ., i tJ p,:1~,11~ soh.~m 
,1 N:i- ,. 1~··111•• s,i-a,., 
5 -<x'l '<:ib/1 :oll' do-r1,s,1, t'C•r,11'< 
G ... 1u ... ,1,•\ 'c~~:,i'l" SA""":-r:1 ya""'g d ~1 ·~• 

•,. •;a ... ;, ... :"""· r.c'tc~b:"•,.y:1 
d 11.'0('!nl :).,~.i,· 

9 •,•ey~.1~ "' ~"!or'-':'ln 

I) rE'.' LI< 'if,llf,'.' 

•,1-•c· '~"'.. ·was Ga~;in us;:,..,, <6 d•._; 11 
2 'la•""" £Jada"" 'Jsa"a 
J A:,,-,,: do-•·s •, o .. c1;i-, lJ,;:1t1;o 
" l(o, ... l"cs Ua~A , ..... s.;1•,a 
5 ·.~~ ~ '" cp,:i, O;,~a~ USt1"a 
G ,...,~ .... 1"t' ,_, .. t>odcn. t,s:,•,o 

I ,...,,: [n'f J;,c-." U!.:lt-'~ 
8 A.~- ,, .r. ·u~ I ~~s 'f' bae!:i"' u•.;1,t-\,, 
9 •,10·,.,c,• Fo•t., VvaJrb r;, alt 
•:> ~cn· ·!3JCM' U'\:ih;,(:-J:,r.,ono11 r•,•DN.r\11\) 
1 • .,er>,; U:>:13"' U!:a"n (Pc':ikso..,:,) 
• '2 Ge, .·•.1:i,1 O:ic:in Usa";i (0<':..,· '·'""""0:>'1 vcc ') 
IJ .,c, '1v;l;t"I tv''!, n ba:lA<1 u'3;oh;o 
"°' .. ;"'ytc- J(t'\w ..tc·~ de..,.. s I b3C:l .... u~:th;t 

C PA[),\>.; USA>1A 

J ·1:1 .. •.1 ,'Jo·,,,s Pcr.ibu.>I A•la 
.\ o•"c I Kn"lor,1 cmp:11 Kcr10 •,01:ir,; 

5 '\c<'"" <r1tl '(01 ... tCr""O:\t J\k't:J c1 • .. , .,, 

; a-r,:,"1 •\'<:., µNub:th;ir, 
~ ~..::'"•C' ,,~ •.;, ~ c•t.:b: '"':-"' 

0. /\KT': l"ERIJ!?MI/\N 

~ - ;,--:::;:ii 11 ~la Pc-d··1a"l 
5 t\or-:r ":1ta.pate""I :er.,:,t1' notans 

., .......... re 'QCS.:'l...,;l" .'!r•,!.:r, 
- ,1<11,.1.1;il Pc"fl~'Ga""'an J.'r~:eri 

0 · :o"•c: Pcnq~s 1h:1n Peng.id ,,,, Nrv:Jr.·r• 
U T .,-~:1:il :ic-;;c~nk:l" Pc""g:1d ! ,n. :,,__.,__,,, 

10 'Jc,,10· Pc •gf!,ahan te<"'bar Nrst ·:1 

, , r , .... -:.,.,, f'(','Qc.:,,1,:-:-t., ~(lt'.""r'tJ.i· "·l ..... :.,·;,: 

i'~c· .. c: ,, ~ :.1 r.\·"'<.!•' ., .... 
'. ,. ·., • : .... ~;;· s Pr;1!n1:i' ·\• ::, 

...! ,\'rlH 1~ v t, ... 'o• "JC"';•.s 

F. KEU/\.~G/\'1 

OA 1 Al1/\'.>E US,'\HA .,ASA PELAK SANA KO:',STRUr<S l ,.,,pp•• ----\.. ~ 
------- 



TJ\BE:L - TABEL 

. Dc1':,ir 1~ti91!"tr:is1 Cadan Us aha (DRBJ) 
DA1ta; Pcuo 011cin Pekenaan 

· Buku f: orolcnan PE:kel')aan (OPP) 

. RckJ,) t1,lc1s1 Daftc1~ Perolehan Pekar.aan 

Lapor~·1 Pcro'ehan Peke~aan Konstruksi 

~cmor r<ode Peke'jaan Konstruksr (NKPf<) 
Surat l<<:,Josat,an Registrasi 

Sum: K~terri1gan T1dak Dikenakan Sanks· 

Su'a' i<etcran~a'"l Kebena(an Data Sadan Us ana 
Oauar t: 1\i Bnd;,,in Us aha (DIBU) 

Ocnlu~ CJp LCgc1,1sas1 Rekaman SBU 
Sura: r·erinuata1 

Surat Pr.1 cabutan SBU Melalui Surat Pennga1an· 

St.rat f:>0.ncc:1:Jutan SBU Tanpa Melalui Surat Peringatan 
V.01'•1cr:-. i<los1'il<r.1s1 usano 
l"cnvc", f,u.1l1f1kas1 Us aru. 

· "Cr'l~,0nu1 '· R 8 U 
· E.liar.i - '.J1,11,1 

Sur21 pcrr'",1;,:;.:211 p€)ng.mduran din 

: Fon'1c1L· PC'r'llOtlOPan SBU 

. ~or·1•"1,r ;:,~11:hat1i.11 SBU 

Forr"u'•• ()('li)?.n1r11iaan SBU 

: Or,:J:,"'i0,c1 · ,' KSt,N I KS/.._O 

· r-"o·r~',il r Ll:'T,t°'Jr Evaluasi 

K.as ·~ as R,c!.irir, I sub brdang I bag1;:ir subb1dc1·1g p,2ke·1aa" 

Pers ,.-crat;:;ri :)":c·ctapan Gred can kor1petens badar, us ena 
· Batas21 Jl,r'll<,'1 slJbb•darig badan usa11a 

DJ\FT AR LAMPIRAN 

3. -:-abel 2 

L-3"1:J ·a·1 i 

2. I _Jr-;:war 2 
3 l 8"1')1'an 3 
4 L2n\J1';:i·1 '1 
[; Lc1:--1.)irdn 5 
~ LB'l'~1'£:-"I 6 ... 

7 Ld11·p,r,1n 7 
8 Lar~piran 8 

9 La!T';)1ra:1 9 
1(1, La,'T1011 an 10 - 1 ~ . LD1T"p1rnn 11 
1~ Larrpiran ~~ . - U:irn;)1·2n 13 I .) 
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